
56 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

 Pertama, status penguasaan Hak Guna Usaha (HGU) tanah oleh PT. 

Gorontalo Citra Lestari, salah satu perusahaan HTI yang bergerak dibidang 

industri plywood, di desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo 

Utara telah sesuai prosedur yang ada. Hal ini terbutkti dengan adanya SK Menteri 

Kehutanan No.261/Menhut-II/2011, tentang Persetujuan Menteri Kehutanan dan 

Pemberian IUPHHK-HTI kepada PT. Gorontalo Citra Lestari pada lahan seluas 

kurang lebih 46.170 ha di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. 

Hal tersebut pula diperkuat dengan surat keputusan dari Bupati Gorontalo Utara, 

surat keputusan dari Bupati Gorontalo dan surat rekomendasi IUPHHK-HTI dari 

Gubernur Gorontalo. Berdasarkan bukti legalitas tersebut maka semua syarat sah 

tata cara mendapatkan izin HGU telah dilengkapi oleh PT. Gorontalo Citra 

Lestari. 

 Kedua, Penyebab terjadinya konflik antara pihak HTI dengan sekelompok 

masyarakat desa Iloheluma disebabkan oleh penolakan beberapa warga untuk 

menyerahkan lahan yang selama ini mereka garap dengan alasan mereka 

bersikeras bahwa tanah diareal kawasan hutan tersebut telah menjadi hak milik 

mereka sejak dibukanya hutan tersebut menjadi lahan pertanian.  
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 Ketiga, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik antara lain 

beberapa warga desa menolak menyrahkan tanah pertanian mereka kepada 

pemegang hak guna usha, PT Gorontalo Citra Lestari karena adanya pengakuan 

bahwa areal tersebut telah menjadi hak milik. Selain itu, masyarakat belum terlalu 

paham mengenai seluk beluk Hutan Tanaman Industri (HTI) sehingga masih 

banyak anggapan negatif dari masyarakat bahkan adanya aksi penolakan dengan 

anarki yang berakibat sulitnya membangun hubungan yang baik antara warga desa 

dengan pihak HTI.  Dilain sisi, pihak HTI pun dirasa kurang melakukan 

pendekatan secara persuasif kepada masyarakat. Penyelesaian masalah lebih 

cenderung represif dengan melibatkan aparat keamanan sehingga semakin 

menciptakan jurang pemisah antar kedua belah pihak. 

 Keempat, upaya penyelesaian konflik terjadi atas inisiatif pemeritah daerah 

setempat dengan membuat Pansus HTI yang berfungsi sebagai mediator dan 

fasilitator dari kedua belah pihak untuk menyampaikan aspirasi berupa keluahan 

maupun saran dan selanjutnya mencari jalan keluar terbaik untuk penyelesaian 

masalah. Selain itu, terdapat upaya hukum yang ditempuh oleh PT. Gorontalo 

Citra Lestari namun upaya hukum ini diambil karena tindakan beberapa oknum 

masyarakat yang telah melanggar undang-undang yaitu pembakaran lahan 

sehingga dijerat dengan hukum pidana. 

 

5.2 Saran 

 Sebagai upaya pencegahan timbulnya permasalahan yang sama dikemudian 

hari hendaknya pemerintah dalam hal ini dinas Kehutanan dan Pertambangan 
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dapat bekerjasama dengan pihak agrarian untuk selalu melakukan pengawasan 

khususnya di areal kawasan hutan milik negara untuk mencegah masyarakat 

melakukan pembukaan hutan tanpa izin yang nantinya akan berdampak pada 

pengklaiman areal tersebut sebagai hak milik mereka. 

  Kiranya untuk pihak perusahaan contohnya HTI yang mengantongi izin 

hak guna usaha agar dapat memberikan kesempatan kepada warga yan telah 

terlanjur menanam tanaman terutama yang mendekati panen untuk dapat 

memanen hasil pertanian mereka sebelum eksekusi lahan. Hal ini selain 

meminimalisir kerugian masyarakat juga mencegah terjadinya konflik dengan 

pihak HTI. Lebih lanjut, pihak pemegang HGU sebaiknya melakukan sosialisasi 

kepada warga dengan jalan musyawarah dan berdialog secara kekeluargaan agar 

masyarkat desa lebih kooperatif sehingga menciptakan hubungan yang baik 

dengan pihak perusahaan. 

 Terakhir, untuk para penganbil kebijakan untuk pro aktif melihat konflik 

pertanahan seperti ini sebagai suatu masalah yang perlu ditangani serius. 

Hendaknya penyelesaian konflik pertanahan harus dilakukan secara menyeluruh 

oleh seluruh instansi terkait, dan pemerintah daerah sebaiknya dapat lebih 

berkoordinasi dalam rangka menjembatani dan menyelesaikan konflik sehingga 

kedepannya masalah-masalah yang menyangkut penguasaan lahan baik hak guna 

usaha dan lain sebagainya tidak akan terjadi kembali. 
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